DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KERINCI

Jin. K.H. Ahmad Dahlan Telp. (0748) 21071 - 221 S0Faksimil. 323462 Kode Pos 37112
SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI
NOMOR : Kd.05.01/4/PP.03.1/20%12005

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang a Bahwa dalam rangka sembinaan Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah
Ibtidaiyah di lingkungan Kanor Departemen Agama Kabupaten Kerinci.
b. Bahwa adanya perubanan keadaan dan kondisi Madrasah Ibtidaiyah, maka perlu diadaken pengaturan kembali nama dan
Nomor stk Madrsh sbagaiamana ercatum dalam lampian epuusn i
. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang baru berdiri sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini nomor urt
18, 59, 60, 84, 85. 89, 91, 52, 93, 94, 96, 97, 98. 99, 100, dan 103 telah memenuhi persyaratan yang ditcntuken untok
diberikan persetujuan menyclenggarakan pendidikan.

Mengingat 1. Undeng-Undang RI Noror 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidiken Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidiken Dasar, jo. PP Nomor 55 Tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4 Kepuusan Prsiden R Nomor 30 Tk 1990 caang Peran Serta Masyerakat Delem Pendidiken
5. Keputusan Mentcri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata ein v N hidiyah
Negeri;
6. Keputusan Menteri Agame RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
7. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 742 Tahun 1997 tentang Stetus Madraseh Swasta Jenjang Pendidiken Dasar dan
Menengah iingkungm Direlorst JenderlPembinan Kelembagaan Agama sl
8. Keputusan Meniri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kanwil Departemen
Agao propin, KabupmtenCots o KMA Nomor 440 Tahua
9. Keputusan Direktur .enderal Pembinaan Kelembagaan Agumn W Nomr: E/250.A/1997 eniang Syarat Sres dan
Tata Cara Pendirian Madraseh Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Meneng
10.Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi Nomor: W.c/6/PP.03.2/10/2003 tentang Pendirian
Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Depertemen Agama Propinsi Jambi.
MEMUTUSKAN
Menstapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI TENTANG PERSETUJUAN

PENDIRIAN DAN PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI

Menberkan s tas pendinian Madrasch b iy St dan e Nomor S Madrassh bagi Madrasah
Ibtidaiyah telah okt <cjik berdiri yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan

KEDUA Kepada Madrasah yang bars berdi seper dimaksud dalam diktum periama St diberikan status sebagal Madrssah
Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolorn 4 lampiran keputusan i
KETIGA + Apabils penyelenggsran pendidikan pads Madrasa tesebut pada olom 2 lampiran keputusan i ik sesual dengan
persyaratan yang ditcntukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan scbagaimana mesti
KEEMPAT  Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau scbogaimana mestinya, jika temyata dikemudien hari ki o
enciapan
KELIMA e Reputusan n dibcrkan kepada Madrasth yang bersangkutan untk ipergunakan scbagaimana mesiny
Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 31 Desember 2005

RMALIS, S.Ag
P. 150206605
Tembusan
‘Sekretaris Jenderal Departemen Agama R, Jakartas
Dirr endera Pedidikan sam Rl ks
Inspektrur Jenderal Departemen Agama Rl, Jakaria;
Kepal Kantor Wileyah Deparemen Agams Propns Jambi
Bupati Kerinci
Ketua DPRD Kab,. Kerinci;
Kepala Bappeda Kab. Kerinci;
Kepale Dinas Pendidikan Kab, Kerinci

etua Dewan Pendidikan Kab. Kerinci
10. Ketua LBMPM Kab.Kerinci



Q y
S Kot

PEHOATOWN
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-01482.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AN-NUUR DARUSSALAM NUSANTARA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD BAIQUNI HAQQI, SH
sesuai Akta Nomor.46 Tanggal 08 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum
Yayasan AN-NUUR DARUSSALAM NUSANTARA tanggal 14 Mei 2014 dengan
Nomor Pendaftaran 5014051415100469 telah sesuai dengan persyaratan
Pengesahan Badan Hukum Yayasan; ?
b. Bahwa i i dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN-NUUR DARUSSALAM NUSANTARA;

MEMUTUSICAN:

Menetapkan
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AN-NUUR DARUSSALAM NUSANTARA |
berkedudukan di KOTA JAMBI, sesuai dengan Akta Nomor 46 tanggal 09 Mei 2014
yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD BAIQUNI HAQQI, SH berkedudukan di
JAMBI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Mei 2014.
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

P [- S

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Mei 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-01482.50.10.2014 TANGGAL 14 Mei 2014




